BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :a. bahwa untuk tertib administrasi Tahun 2019  telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa, Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun
2019;

b. bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam
menentukan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2019 menjadi kewenangan Badan Pajak
dan Retribusi Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 perlu diadakan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.
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Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 244);

h‘f.



Menetapkan :

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA
DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB. VIII
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Pasal 30

Pengaturan mengenai Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah Desa Tahun 2019 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2¢ MARET 2019

BUPATI RAWAS,

A-n'h H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2¢ mpeet 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
kc( .. KABUPATEN MUSI RAWAS,

\

)
EC. PRISKODESI




